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Evaluasi Tahap I Implementasi Smart City Tahun 2024 

Gambaran Umum 
 
Sebagai bentuk dukungannya pemerintah terhadap pengembangan Smart City di Indonesia Kementerian 
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 
Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden, menginisiasi program Gerakan Menuju Kota Cerdas 
(Smart City) sejak tahun 2017, hingga tahun 2023 telah terpilih 241 kabupaten/kota yang mendapatkan 
pendapingan penyusununan masterplan kota cerdas (smart city). Selanjutnya, guna mengawal jalannya 
pembangunan kota cerdas (smart city) dan juga mengindentifikasi permasalahan serta keberhasilan dalam 
pelaksanaan pembangunan kota cerdas (smart city), maka kami telah melakukan evaluasi terhadap implementasi 
Masterplan Kota Cerdas (Smart City), untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi kota cerdas (smart 
city), mengidentifikasikan kendala/kebutuhan dalam pelaksanaan program kotas cerdas (smart city), serta 
memberikan masukan dan saran bagi pemerintah kota/kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan Kota 
Cerdas (Smart City). 
 
 

Tujuan dan Ruang Lingkup 
 
Evaluasi tahap I implementasi Smart City dilakukan guna mengawal program integrasi, sinkronisasi, dan sinergi 
antara perencanaan pengembangan Smart City di tingkat pusat dan daerah, melakukan pemantauan dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan akselerasi dokumen Masterplan Smart City dan dokumen RPJMD, melakukan 
pemantauan dan evaluasi pencapaian sasaran pembangunan Smart City di daerah, melakukan pemantauan, 
evaluasi, dan konsultasi atas implementasi dokumen Masterplan Smart City untuk program Jangka Pendek, 
termasuk Program Quick Win, serta menjamin proses pengembangan pembangunan Smart City yang efektif, 
efisien, inklusif, partisipatif dan berkesinambungan. 
Adapun ruang lingkup evaluasi tahap I ini berfokus pada; ketersedian kebijakan kota cerdas (smart city), aktivitas 
kelembagaan kota cerdas (smart city), ketersediaan infrastruktur kota cerdas (smart city), pelaksanaan program 
Pembangunan pada enam (6) dimensi kota cerdas (smart city), serta kenda/kebutuhan lainnya yang dihadapi. 
 
 

Metodologi Evaluasi 
 
Objek evaluasi implementasi Smart City adalah program pembangunan Smart City di daerah yang dinilai 
berdasarkan progress serta hasil yang dicapainya. Selanjutnya, evaluasi dilakukan pada pemerintah 
kota/kabupaten yang telah menyelesaikan proses pendampingan dengan hasil yang sesuai dengan kesepakatan 
di dalam MoU antara Walikota/Bupati dan Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo. Dimensi dan elemen 
evaluasi pada tiap-tiap dimensi dijabarkan pada tabel di bawah ini. 
 

Dimensi Keterangan 

Kebijakan 
Ketersediaan peraturan yang mendukung pembangunan Smart City di 
kabupaten/kota 

Kendala/kebutuhan yang dihadapi dalam penyusunan kebijakan dimaksud 

Kelembagaan 

Aktivitas Dewan Smart City dan Tim Pelaksana Smart City 

Pelaksanaan forum smart city 

Kendala/kebutuhan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dewan 
smart city/tim pelaksana smart city dan forum smart city 
 



Infrastruktur 

Kondisi terkini infrastruktur pendukung Pembangunan smart city meliputi 
infrastruktur fisik, infratruktur TIK, dan infrastruktur sosial 

Kendala/kebutuhan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur smart 
city 

Dimensi Smart City 

Inovasi (perubahan sebelum dan sesudah) implementasi program kota 
cerdas (smart city) 

Kolaborasi antar Perangkat Daerah untuk melakukan inovasi, 

Kendala/kebutuhan yang dihadapi pada saat implementasi inovasi 

Rencana pelaksanaan dan penyelesaian masalah dalam program di 
setiap dimensi smart city 

Kendala 
Kendala/kebutuhan lainnya yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan 
pembangunan Smart City berdasarkan Masterplan Smart City yang telah 
disusun 

 

 
 

Kelemahan 
A. Iqbal Rosyidi: 
 
1. Kabupaten Deli Serdang telah menunjukkan kemajuan dalam penerapan konsep smart city, 

namun beberapa tantangan masih perlu diatasi. Salah satu tantangannya adalah keterbatasan 
jangkauan menara telekomunikasi di beberapa wilayah yang mengakibatkan kesulitan akses 
internet bagi masyarakat dan menghambat penerimaan layanan berbasis internet. 

2. Selain itu, dukungan dari pihak swasta dalam pelaksanaan program smart city masih perlu 
ditingkatkan. 

3. Forum komunikasi antar OPD yang belum berjalan optimal juga menjadi kendala dalam 
koordinasi dan sinkronisasi program. 

4. Terakhir, sebagian masyarakat, terutama lansia, masih mengalami kesulitan dalam memahami 
dan mengaplikasikan teknologi inovasi yang menjadi bagian penting dari smart city. 

 
B. Yudho Giri Sucahyo: 
 
1. Kabupatan Deli Serdang memiliki tiga kelemahan. Yang pertama adalah keterbatasan 

infrastruktur teknologi seperti jaringan internet berkecepatan tinggi, sensor, dan perangkat IoT 
yang akhirnya menghambat implementasi layanan cerdas yang bergantung pada konektivitas 
yang handal. Pemerataan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Deli 
Serdang. 

2. Yang kedua adalah masalah kapasitas SDM. Penerapan teknologi cerdas memerlukan tenaga 
ahli yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Banyak daerah yang menghadapi 
kekurangan SDM yang memiliki keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengoperasikan dan 
memelihara sistem smart city. Kabupaten Deli Serdang masih memiliki kelemahan soal kuantitas 
dan kualitas SDM untuk implementasi Smart City. Tanpa adanya SDM yang memadai maka 
kelancaran implementasi inisiatif Smart City dapat terganggu, apalagi jika inisiatif tersebut 
memanfaatkan teknologi yang canggih seperti Internet of Things (IOT), Big Data, dan 
Kecerdasan Artifisial. 

3. Kelemahan ketiga adalah keterbatasan anggaran. Implementasi Smart City memerlukan 
investasi yang besar. Kabupaten Deli Serdang telah berupaya mencari sumber pembiayaan 
tambahan seperti misalnya bekerja sama dengan BUMN. 

 
 
 
 



C. Acuviarta: 
 
1. Sinkronisasi kebijakan dan program berbasis smart city (inovasi, kolaborasi dan penguatan ICT) 

antar OPD masih relatif rendah 
2. Peran swasta dan masyarakat dalam program masih minim 
3. Keterbatasan anggaran belanja program smart city 
 
D. Herry Abdul Aziz: 
 
1. Keterbatasan jaringan internet berkecepatan tinggi 
2. Keterbatasan kompetensi SDM dibidang teknis dan manajerial 
3. Penggantian SDM atau pimpinan OPD sering tidak berjalan lancar. Hal ini berpotensi 

menghambat kinerja OPD, dan menurunnya kualitas pelayanan publik. 
 
 

Kekuatan 
A. Iqbal Rosyidi: 
 
1. Kabupaten Deli Serdang telah menunjukkan komitmen yang baik dalam implementasi Smart City 

dengan memiliki Masterplan dan Regulasi sebagai landasan. Komitmen ini diwujudkan melalui 
berbagai inovasi yang menarik dan berdampak nyata bagi masyarakat. Salah satu contohnya 
adalah Program SILINDA KELANA (Sistem Informasi Bersalin Dapat Akta Kelahiran dan KIA). 
Program ini tidak hanya efektif dalam meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan 
Kartu Identitas Anak (KIA) bagi bayi yang baru lahir, tetapi juga memberikan kemudahan bagi 
masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan yang penting ini. 

 
B. Yudho Giri Sucahyo: 
 
1. Kabupaten Deli Serdang memiliki kelengkapan kebijakan terkait pelaksanaan Smart City. Hal 

tersebut dikarenakan Kabupaten Deli Serdang telah memiliki kebijakan terkait Masterplan Smart 
City, Dewan Smart City, Tim Pengembangan Smart City dan Penyelenggaraan SPBE. Dewan 
Smart City telah melaksanakan pertemuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan 
dari mulai Universitas, BUMN, Operator Seluler, Bank Indonesia, Perbankan, Instansi 
Pemerintah dan Perangkat Daerah. 

2. Realisasi program prioritas di Kabupaten Deli Serdang juga berjalan dengan baik, Smart 
Governance mencapai 71,11%, Smart Economy 66,67%, Smart Branding 61,11%, Smart 
Society 75%, Smart Living 60%, Smart Environment 75%. 

3. Kabupaten Deli Serdang juga telah mulai membangun infrastruktur TIK di lingkungannya. 
Jaringan Intranet telah menghubungkan 37 lokasi, bandwidth Internet mencapai 450 Mbps. 
Kabupaten Deli Serdang juga telah memiliki data center dan command center. CCTV juga telah 
terpasang baik di OPD maupun Kecamatan. Hotspot untuk publik juga telah disediakan di dua 
lokasi. 

4. Inisiatif Smart Governance SILINDA KELANA yang diluncurkan tahun 2022 telah dimanfaatkan 
oleh lebih dari 1000 orang sejauh ini. 

5. Inisiatif Desa Wisata sebagai bagian dari Smart Branding telah berhasil menarik lebih dari 600 
ribu wisatawan. 

6. Untuk Smart Economy, inisiatif petani milenial dalam program inovasi Pemuda Karpele telah 
berhasil menghasilkan 70 orang petani di tahun 2024. 

7. Sementara utk Smart Living, inisiatif SIPOP untuk pendistribusian obat pasien telah berhasil 
melayani 865 orang sepanjang tahun 2023. 



8. Untuk Smart Society, inisiatif terkait sekolah peduli keluarga dan anak berkebutuhan khusus 
dalam payung DEMI SEPEDA BAGUS telah memberikan dampak luar biasa bagi para anak 
berkebutuhan khusus. 

9. Selanjutnya dalam dimensi Smart Environment, program MAS DARLING PAPA PINTAR telah 
berhasil memperkenalkan penggunaan panel surya dan mengurangi limbah air. 

 
C. Acuviarta: 
 
1. Memiliki banyak potensi Sumber Daya Alam 
2. Kawasan dengan pertumbuhan ekonomi dinamis 
3. Pintu masuk ke Kota Medan atau Medan Raya 
4. Sudah ada regulasi daerah 
 
D. Herry Abdul Aziz: 
 
1. Komitmen kepala daerah Kabupaten Deli Serdang ditunjukan dengan terbitkan Peraturan Bupati 

Deli Serdang Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Masterplan Smart City Kabupaten Deli Serdang, 
serta pembentukan Dewan dan Tim Pelaksana Smart City 

 

 
Rekomendasi 

A. Iqbal Rosyidi: 
 
1. Kabupaten Deli Serdang perlu menjalin kemitraan strategis dengan berbagai universitas di 

wilayahnya dan Sumatera Utara. Misalnya dengan mengimplementasikan program pengabdian 
masyarakat tematik yang berfokus pada pengembangan smart city. Kolaborasi ini dapat 
menghadirkan inovasi dan solusi berbasis riset yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

2. Selain itu, program smart city Deli Serdang sebaiknya memperhatikan inklusivitas dengan 
memastikan seluruh kalangan, termasuk lansia dan penyandang disabilitas, dapat mengakses 
dan memanfaatkan layanan digital dengan mudah. 

3. Selain pelatihan bagi ASN, evaluasi kinerja berkala juga penting untuk menjaga kualitas 
implementasi program. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi hambatan, keberhasilan, 
dan peluang perbaikan. 

4. Penetapan SOP yang jelas dan terukur untuk setiap program dan kegiatan smart city perlu untuk 
memastikan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan, serta memudahkan pemantauan dan 
evaluasi. 

 
B. Yudho Giri Sucahyo: 
 
1. Terkait keterbatasan SDM, jika formasi organik untuk menambah kuantitas belum dapat 

dilaksanakan, maka pola kerja sama dengan komunitas, tokoh masyarakat, masyarakat sipil, 
sekolah dan perguruan tinggi dapat dilakukan. 

2. Terkait kualitas SDM, perlu disusun program peningkatan literasi digital bagi para ASN di 
Kabupaten Deli Serdang yang dibuat berjenjang untuk tingkatan pengguna biasa sampai ke 
tingkat pengembang sistem atau aplikasi. Peningkatan kompetensi terkait teknologi informasi 
juga tidak harus seluruhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. 
Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri memiliki satuan kerja Pusdiklat-Jakarta serta 
BPPTIK-Cikarang yang secara rutin menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan dan 
pelatihan yang seringkali bebas biaya alias gratis. 

3. Terkait keterbatasan anggaran, implementasi Smart City di daerah seringkali mengandalkan 
anggaran negara baik itu APBN maupun APBD. Kekuatan penyediaan sumber daya anggaran 
tentu bervariasi antara pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya. Kota Jakarta atau 



Kota Surabaya yang memiliki PAD tinggi tentu lebih memiliki kelebihan kekuatan implementasi 
dibanding daerah yang PAD-nya rendah. Namun demikian, PAD bukanlah satu-satunya sumber 
pendanaan. Pimpinan daerah tentu dapat bekerja sama dengan BUMN, Perusahaan Swasta, 
Donor Dalam Negeri maupun Donor Luar Negeri untuk membantu dan bekerja sama dalam 
implementasi Smart City. 

4. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi perlu menjadi perhatian yang diatasi dengan 
pemerataan jaringan internet dan penyediaan akses bagi masyarakat untuk dapat memperoleh 
layanan publik berbasis elektronik. Infrastruktur teknologi informasi menjadi pondasi penting 
dalam suksesnya kegiatan Smart City. 

 
C. Acuviarta: 
 
1. Peningkatan program smart branding, smart living dan smart society 
2. Peningkatan kerjasama pemerintah daerah dengan entitas bisnis dan masyarakat 
3. Meningkatkan penggalian potensi pendapatan daerah 
4. Meningkatkan sinergi dengan kebijakan pembangunan Pemprov Sumatera Utara 
5. Meningkatkan literasi dan sosialisasi pembangunan smart city 
 
D. Herry Abdul Aziz: 
 
1. Pembatasan akses pada jam-jam tertentu (misal, pukul 08:00 sampai 14:00). Hal ini dilakukan 

untuk memberi kesempatan publik bisa mengakses informasi atau layanan yang disediakan 
2. Keberhasilan implementasi Smart City bergantung pada kesiapan SDM yang kompeten dalam 

mengoperasikan, mengelola, dan memanfaatkan berbagai infrastruktur dan platform lainnya. 
Untuk menunjang inisiatif SILINDA KELANA yang melibatkan banyak OPD dan organisasi lain, 
perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan kompetensi ASN antara lain di bidang Sistem 
Manajemen Layanan TI, Manajemen Risiko, Rekayasa Proses Bisnis, Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi, Manajemen Proyek, tema pelatihan ini bisa dikerjasamakan dengan 
Pusdiklat Kementerian Komunikasi dan Informatika 

3. Penyesuaian diri terhadap tanggungjawab baru yang memerlukan waktu lama merupakan isu 
krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius. Hal mendasar yang perlu dilakukan adalah 
melakukan pemetaan proses bisnis yang kemudian diturunkan ke SOP. Selayaknya proses 
bisnis dan SOP tersebut diformalkan artinya ditulis dan ditetapkan oleh pimpinan. Bila 
diperlukan, proses bisnis yang ada ditinjau ulang karena adanya perubahan kondisi organisasi 
(misalnya keberadaan pejabat fungsional), perkembangan teknologi atau peningkatan 
kompetensi SDM yang melaksanakan 

 

 
 

 


